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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 215/PMK.03/2018 

TENTANG 

PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK 

BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, 

BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB 

PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN 

KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa ketentuan mengenai penghitungan besarnya 

angsuran pajak penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan 

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang 

berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan 

keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang 

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan 

dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri 

oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan 

Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak 

www.peraturan.go.id



2018, No.1860 -2- 

Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan 

Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

208/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang 

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan 

dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri 

oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan 

Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak 

Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan 

Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; 

b.  bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan 

kesederhanaan terkait penghitungan besarnya angsuran 

pajak yang lebih mendekati kewajaran jumlah yang akan 

terutang pada akhir tahun diperlukan penyesuaian 

ketentuan yang mengatur mengenai tata cara 

penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan 

dalam Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak Baru, 

Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya 

yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat 

laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun 

Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib 
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Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib 

Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan 

Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; 

   

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36  

Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN PENGHITUNGAN 

BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM 

TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 

OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK 

NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK 

MASUK BURSA WAJIB PAJAK LAINNYA YANG 

BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT 

LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan. 

3. Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan 

badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, 

termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, 

peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/atau 

perubahan bentuk badan usaha. 

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau 

lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat 

tinggal Wajib Pajak. 

5. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran 

Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk 

suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang 

PPh. 

6. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan 

diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang 

selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib 

Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan 

lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka 

waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang KUP. 

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
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buku yang tidak sama dengan tahun kalender 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. 

 

 Pasal 2 

(1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar 

Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan: 

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh dan 

Pasal 23 Undang-Undang PPh serta Pajak 

Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan 

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di 

luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, 

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam 

bagian Tahun Pajak. 

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk 

penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan 

Pasal 25 bagi: 

a. Wajib Pajak Baru; 

b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak 

Lainnya; dan 

c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 

 

Pasal 3 

(1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan 

Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan 

yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang 

terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi 

sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang 

dilaporkan. 

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak 

bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 
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